
(~tIBERNtIR (;ORONTALO

PERATURANGUBERNUR GORONTALO
NOMOR 64 TAHUN2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI,
I

SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESA,
ADMINISTRASIKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL PROVINSI GORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 ten tang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. 4. ~ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

.•. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Iadonesia rahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
hldonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peratur~n Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerab Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR GORONTALOTENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSIGORONTALO

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerab dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur
penyelenggara Pemerintahan Daerab yang mcmimpin
pe1aksanaan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

2



4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Kependudukan dan Sipil Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Gorontalo.

8. Desentralisasi adalah penyerahan Drusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas
Gtonomi.

9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Drusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubemur
sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di
wilayah .tertentu, dan/atau kepada gubemur dan bupati/wali
kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal2
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontal0 berada
di,bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal3
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil untuk membantu Gubernur dalam
menyelenggarakan pemerintahan.

Pasa14
Dalam melaksanakan tugas seba.gaima~a dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas

dckonscntrasi;
c. melaksanakan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat

dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil;
d. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang

pemberdayaan rnasyarakat dan desa, kependudukan dan
pencatatan sipil; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur.
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penyiapan, perumusan
pembinaan bidang Bina

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasa15
Susunan organisa.si Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
d. Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
e. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABIV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasa16
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan,
Bina Pemerintahan Desa, Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencataan Sipil yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Pasal7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi;
a. merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan

melaksanakan perumusan kebijakan serta program kegiatan ,
p~merintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam
pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

b. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan
bahan kebijakan dan petunjuk pembinaan bidang Pemberdayaan
Masyarakat desa;

c. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan
bahan kebijakan dan pentunjuk pembinaan bidang Pembangunan
Desa Tertinggal;

d. mengkoordinasikan, mengendalikan
bahan kebijakan dan pentunjuk
Pemerintahan Desa;

e. mengkoordinasikan, mengendalikan p'enyiapan, perumusan
bahan kebijakan dan pentunjuk pembinaan bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo;

g. melaksakan pembinaan dan pengendalian keuangan Dinas;
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h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik atau
sewaktu-waktu kepada Gubenur; dan

!

1. me1aksanakan fungsi lain yang dibedkan Gubernur.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan perencanaan, ~valuasi, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan
kepegawaian.

Pasal9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta

menyusun laporan; .
b. pengelolaan admillistrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan

kegiatan dinas secara berkala; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasall0
Sekretariat terdiri dad:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan~ dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun
perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan
kinerja dan melaksanakan pendataan.

Pasal12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana

program kegiatan;
b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan

pengendalian serta laporan pelaksanaan program kegiatan;
c. rriengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan

rencana program Kegiatan;
d. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan

I

anggaran tahunan;
e. melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung;
f. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran~
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g. menganalisa bahan -bahan pelaporan dan melakukan
penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pe'rtanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program
Ke,giatan;dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa113
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi
dan pengawasan.

Pasal14
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. menatausahakan pengelolaan keuangan;
b. menghimpun dan mengolah data keuangan;
c. menyusun laporan keuangan SKPD;
d. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara

lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh PPTKdan telah disetujui oleh PA/KPA;
2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan

SPP-L3 Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang
diajukan aleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
g. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD

melalui bendahara pengeluaran;
1. mengelola pembayaran gaji pegawai;
J. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

bendahara pengeluaran;
k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM,

penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
1. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan

definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah
Kelja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan rea.lisasi
pembayaran per nomor kontrak;

m. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan
akuntansi;

11. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan
pengawasan dan pengendalian;

o. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan
m~laporkan k~pada BUD serta PA;
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p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan
laporan keuangan;

q. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran; dan

r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal15
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelayananan administrasi umum, kehumasan,
ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan
administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Sub Bagian l!mum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan .program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;
b. peJaks9naan peJayanan ketatausahaan;.
c. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

barang perlengkapan;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang

milik daerah;
I

f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi
pegawai berbasis apEkasi;

g. pengembangan kapasitas SOMAparatur;
h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan,

keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
1. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
J. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;
k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan

dari Sekretaris;
1. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin

yang menjadi tanggungjawabnya;
n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan

pdaksanaan tugas kepada Sekretaris;
o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN,

dan SPT;
p. menyiapkan serta menghimpun data ten tang sasaran kinerja

pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Minimum (SPM);

q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi
jabatan dan standar kompetensi jabatan strukturaJ;

r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;
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s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan
pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit
kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang
ditetapkan;

t. melaksanakan tugas kehumasan;
u. melaksanakan pengolahan dan penataan arslp naskah dinas

serta a~ministrasi pe!'jalanan dinas;
v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan penglnman

surat, penggandaan naskah dinas (SPTfSPPDf Konsep Surat
berdasarkan telahan bidang-bidang), kearsipan dinas;

w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan
naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan
pemerin tah daerah; dan

x. pelaksan~an fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal17
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan
dibidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan
pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, sumber
daya alam dan teknologi tepat guna.

Pasal 18
Dalam mel~ksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal :l 7, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja dan program kerja Bidang

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. me1aksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan

pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa,
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan.
pembangunan saran a prasarana desa, serta pemberdayaan
masyarakat desa;

c. memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap pelayanan
sosial dasar pengembangan us'aha ekonomi desa, pendayagunaan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan

I

sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan

pelayanan sosial dasar pengembangan usaha ekonomi desa,
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan
pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan
masyarakat desa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Pasal19
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri
dari:
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial

Dasar;
b. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Pendayagunaan

Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
c. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Desa.

Pasal20
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar
mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian
tugas Dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan penge101aan
pelayanan sosial dasar.

Pasal21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pe1ayanan
SosiaI Dasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pelayanan Sosial Dasar;
b. menghimpun, merencanakan kegiatan di Seksi Pemherdayaan

Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;
c. menyelenggarakan bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat;
d. menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat;
e. memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal22
Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Pendayagunaan Sumber
daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas di
bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaba Milik
Desa (BUM Desa), usaha. ekonomi masyarakat desa, sumber daya
alam dan teknologi tepat guna.

Pasa123
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, Seksi Pelayanan Sosial Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. memfasilitasi pengembangan peran masyarakat dalam

pendayagunaan Sumber daya Alam;
b. memfasilitasi pengembangan inovasi Teknologi Tepat Guna

Perdesaan / Keluraban;
c. mensosialisasikan basil teknologi tepat guna kepada masyarakat;
d~ peningkatan keterampilan masyarakat dalam pendayagunaan

Teknologi Tepat Guna;
e. mendayagunakan hasil Teknologi Tepat Guna secara

berkesinamburH~an;
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f. memfasilitasi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bersama
seluruh Stakeholder;

g. memonitor, mengevaluasi dan membuat Iaporan pelaksanaan
kegiatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa124
Seksi . Pembangunan Saran a Prasarana Desa mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas
dibidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman
desa, transportasi desa, dan pendukung ekonomi desa.

Pasa125
Dalam. melaks8nakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Desa
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan Sarana Prasarana

Desa dibidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasana
I

permukiman desa, transportasi desa, dan pendukung ekonomi
desa;

b. melaksakan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan sarana
dan prasana permukiman desa, transportasi desa, dan
pendukung ekonomi desa;

c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang
pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa,
transportasi desa, dan pendukung ekonomi desa;

d. rnemonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir; dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 26
Bidang Pembangunan Desa Tertinggal mempunyai tugas
mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi
kawasan perdesaan serta melakukan koordinasi dengan SKPDterkait
serta konsultasi dengan kementrian terkait.

Pasal27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26, Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana dan program kerja bidang;
b. malaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan
sarana prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan
ekonomi kawasan perdesaan;

c. merumuskan bahan koordinasi dan teknis pelaksanaan program
kegiatan sarana dan prasarana kawasan perdesaan tertingga1;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal28
Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari
a. Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
b. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan; dan
c. Seksi Pengembangan Sumber Daya AlamKawasan Perdesaan.

PasaI29
Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas dibidang
kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat
pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi,
serta pengemba~gan fasilitas usaha dan pemasaran.

Pasa130
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal30,
Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan menyelenggarakan
fungsi,:
a. menyusun rencana kerja dibidang Pembangunan Ekonomi

Kawasan Perdesaan;
b. melaksanakan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi

kawasan perdesaan;
c. peinberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisa

kebijakanekonomi kawasan perdesaan;
d. melaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kebijakan

ekonomi kawasan perdesaan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31
Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan saran a dan
prasarana.

Pasa132
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31..Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana

kawasan perdesaan;
b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana

dan prasarana kawasan perdesaan;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan

prasarana kawasan perdesaan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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Pasa133
Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan perumusan
pelaksanaan kebijakar.. di bidang pengmebangan sumber daya alam
kawasan perdesaan.

Pasa134
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatanjprogram ke:r:iaSeksi;
b. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya

alam kawasan perdesaan;
c. memberikan bimbingan teknis dan supervlsl di bidang

pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pe1aporan di bidang pembinaan

pengelolaan pengembangan sumber daya alam kawasan
perdesaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Pemerintahan Desa

Pasa135
Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan
dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas di bidang bina
pemerintahan desa.

Pasal36
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
a. me;nyusun program kerj8.bidang;
b. melaksanakan pembinaan dan mensosialisasikan

program kegiatan peningkatan
pemerin tahan j kelembagaan desaj kelurahan;

c. mengadakan rapat rutin intern maupun rapat koordinasi dengan
instansi, dinas dan lembaga yang terkait;

d. mengevaluasi serta monitoring tugas/kegiatan yang telah
diprogramkan dalam rangka peningkatan pemerintahanj
ke1embagaan masyarakat desa/ ke1urahan;

e. menyusun laporan akhir sebagai laporan pertanggungjawaban
tugasjkegiatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa137
Bidang Bina Pemerint&han Desa terdiri dari:
a. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;
b. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa; dan
c. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa.
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Pasal38
Seksi Fasilitasi Pengembangan Kapastias Aparatur Desa mempunyai
tugas me1aksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa
di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa.

,

Pasa139
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 38,
Seksi Fasilitasi Pengembangan Kapastias Aparatur Desa
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menghimpun, merencanakan kegiatan di Seksi Peningkatan

Kap"asitasPemerintahan DesajKelurahan;
c. mengumpulkan, mengolah data-data pemerintahan/ke1embagaan

yang ada pada masyarakat sebagai acuan pada kegiatan maupun
program yang dila.ksar.aka.n;

d. menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) yang berinovasi
kepada lembaga-Iembaga sosial kemasyarakatan yang ada di
desajkelurahan, dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan
daerah maupun pusat;

e. rnenyiapkan bahan rapat koordinasi dengan instansi terkah;
f. memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir

pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa140
Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa di
bidang fasilitasi kelembagaan dan kerja sarna.

Pasa141
Dalarn melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal40, Seksi
Kelembagaan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang

fa~ilitasi kelelnbagaan masyarakat desa dan kerja sarna antar
pemerintahan desa;

c. menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang fasilitasi badan
permusyawaratan desa dan musyawarah desa, kelembagaan dan
kerjasama desa;

d. memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan akhir
pelaksanaan kegiatan; dan

e. pe1aksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa142
Seksi Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan
dan mengkoordinasikan sebagian tugas bidang Bina Pemerintahan
Desa dibidang evaluasi perkembangan desa.
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Pasal43,
Dalarn melaksanakan tu.gas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal42,
Seksi Evaluasi Perkernbangan Desa menye1enggarakan fungsi:
a. rnenyusun rencana kerja seksi;
b. rnelaksanakan kebijakan di bidang evaluasi perkernbangan desa;
c. rnelaksanakan pernbinaan urnurn dan koordinasi di bidang

evaluasi perkernbangan desa;
d. rnelaksanakan pemantauan,evaluasi, dan pelaporandi bidang

evaluasi perkernbangan desa;
e. rnernberikan birnbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasi

perkernbangan desa; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenarn
Bidang Administrasi Kependudukan ,

dan Pencatatan Sipil
Pasa144

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipilmempunyai tugas
rnelaksanakan urusan pernerintahan daerah di bidang adrninistrasi
kependudukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pasa145
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksuddalam
Pasal 44, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan anggaran;
b. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan

pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang
administrasi kependudukan di kabupatenjkota;

c. pernbinaan dan koordinasi urusan ASN rneliputi pengangkatan,
pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani
urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

d. pernbinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani
urusan adrninistrasi kependudukan di kabupaten/kota;

e. pernbinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di
kabupatenjkota;

f. penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerja sarna adrninistrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan adrninistrasi kependudukan;

g. perurnusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran
pe~duduk, pencatatan sipil, pengelolaan inforrnasi adrninistrasi
kependudukan, kerja sarna adrninistrasi kependudukan,
pernanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan adrninistrasi kependudukan;
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h. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi adrninistrasi
kependudukan, kerja sarna adrninistrasi kependudukan,
pernanfaatan data dan dokurnen kependudukan serta inovasi
pelayanan adrninistrasi kependudukan;

1. pelaksanaan pernbinaan urnurn dan koordinasi di bidang
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
adrninistrasi kependudukan, kerja sarna administrasi
kependudukan, pernanfaatan data dan dokurnen kependudukan
serta inovasi peluyanan administrasi kependudukan;

J. pel,aksanaan' pengelolaan inforrnasi adrninistrasi kependudukan,
kerja sarna adrninistrasi kependudukan serta pernanfaatan data
dan dokurnen kependudukan;

k. pemberiaI) birnbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan inforrnasi
administrasi kependudukan, kerja sarna adrninistrasi
kependudukan, pernanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
di Kabupaten/Kota.;

1. pelq.ksanaan pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja -sarna
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan di kabupaten/kota; dan

ill. pelaksanaan Jungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Kependudukan dan

Pasa146
Administrasi Kependudukan dan PencatatanBidang

dari:
a. Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
b. Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil; dan
c. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi

Pemanfaatan Data.

Sipil terdiri

Pasal47
Seksi Fasilitasi Pendaftaran .Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan
pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk.

Pasa148
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.7,
Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi,

pembinaan umum dan koordinasi di bi-dang pendaftaran
penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang
penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk,
pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
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b. penyiapan perumusan !<ebijakan teknis di bidang fasilitasi di
bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk,
pindah datang penduduk, penge101aan dokumenpendaftaran
penduduk, pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan
dokumentasi;

c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah
datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk,
pendataan penduduk;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran
penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang
penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk,
pendataan penduduk di kabupaten/kota;

e. pelaksan~an kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk
meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk,
pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan
penduduk di kabupaten/kota;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan pendaftaran penduduk di kabupaten / kota; dan

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa149

Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan
penyia'pan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan
umum di bidang pencatatan sipil.

Pasa150
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49, Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
a. penYlapan penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi,

pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil
meliputi pencatatan kelah~ran, kematian, perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi
dan dokumentasi;

b. penyiapan perumusan kebijakan teknis 'di bidang fasilitasi di
bidang pencatatan sipil rneliputi pencatatan kelahiran, kernatian,
perkawinan, perceraian, perubahan status anak,
pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

c. pelaksanaan pembinaan urnurn dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan sipil rneliputi pencatatan kelahiran, kernatian,
perkawinan, perceralan, perubahan status anak,
pewargancgaraan;

d. pemberian birnbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan
sipil meliputi pencatatan kelahiran, kernatian, perkawinan,
perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan
pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota;
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e. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi bidang pencatatan sipil
meliputi pencatatan kelahiran, kematian, ~erkawinan, perceraian,
perubahan status anak, pewarganegaraan dan penge101aan
dokumen pericatatan sipil di kabupaten/kota;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan pencatatan sipil di kabupaten/kota; dan

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal51
Seksi Penge!olaan lnformasi Administrasi Kependudukan dan
Pernanfaatan Data mernpunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, kerja sarna administrasi
kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen
kependuduk<:1n.

Pasa152
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51,
Seksi Pengelolaan lnformasi Adrninistrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan,
tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya
manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sarna
administTasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;

b. pelaksanafm pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi serta kerja sarna administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
di kabupaten/kota;

c. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola
dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

d. pelaksanaan kerja sarna administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan; dan

f. pe1aksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
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BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal53
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jabatan fu~gsional masing-masing

I

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa154
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasa! 53, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam ke1ompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fun¥sional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional
senior y~ng' ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (IJ ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (I} diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATAKERJA

Pasa155
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan
pejabat Pengcrwas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dengan
instansi lain di luar lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasa156
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambillangkah-Iangkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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ke bawah diangkat dan

bawah dapat diangkat dan
diberi pelimpahan wewenang

Pasal57
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator
dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasa158
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengan'as di lingkungan
Dinas Pemb~rdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi
KepenCludukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasarinya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada
waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa159.
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan
pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menj'usun laporan lebih lanjut dan membedkan petunjuk
kepada bawahan.

BAB VII
ESELON,PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTJAN

Pasa160
(1.)Kepala Dinas merupakan jabatan merupakan jabatan eselon ITa

atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIa atau
jabatan administrator.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon
IVb atau jabatan pengawas.

Pasa161
(IJ Pejabat struktural eselon II

diberhentikan oleh Gubernur.
(2\ Pejabat strukturat eSelon In ke

diberhentikan oleh pejabat yang
oleh Gubernur Provinsi Gorontal0.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasa162
Bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
tercantum dalam Larnpiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan daTiPeraturan Gubernur ini.
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BABIX
UNITPELAKSANATEKNIS

Pasa163
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

tugas teknis penunjang Qi l1ngkungan, Dina'.:>Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pcl.sal64
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BABX
KETENTUANPERALIHAN

Pasa165
Pada saat Peraturan Gu bernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
me1aksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Guberhur ini.

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal66
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

I

Gubernur Gorontalo Nomor 47 Tahun 2014 tentang tugas dan fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal
Provinsi Gorontal0 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014
Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PasaJ 67
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga12 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Descmber 2016
Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ZUDANARIF FAKRULLOH
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2) Dcoc:ribcr 2016
SEKRETARISDAERAHPR VINSIGORONTALO,

WIN~. ONOARFA

BERITADAERAHPRO INSI GORONTALOTAHUN2016 NOMOR 64
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 64 TfJi~N. 2~}'~
TANGGAL: 23 Desciilbcr Z(t(16

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
GORONTALO

GORONTALO,

FAKRULLOH

- -KEPALA DINAS

I .
.' I

1
I SEKRETARIS~-------~------,----------t

I
KEL JAB FUNGSIONAL I I 1
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EKSI
SEKSI SEKSI FASILITASI SEKSIERDAYAAN

PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN FASIUTASI -T DESA DAN - '-
EKONOMI KAWASAN . , KAPASITAS PENDAFTARANNAN DASAR

PERDESAAN APARATUR DESA PENDUDUK

EKSI SEKSI PEMBANGUNAN
AGANN USAHA SARANA PRASARANA SEKSI SEKSI
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